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BUPATI TELUK BINTUNI 
PROVINSI PAPUA BARAT  

 
     PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI 

NOMOR 10 TAHUN 2026 
TENTANG 

   PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2025 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TELUK BINTUNI, 
 
 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan 
Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2026 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 

    
Mengingat  : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
   2.  Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi 
Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697); 

   2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, 
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, 
Kabupaten Pegunungan Bintang, KabupatenYahukimo, 
KabupatenTolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten 
Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, 
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan 
Kabupaten Teluk Wondama di Kabupaten Papua 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 4245); 

   3. Undang-Undang   Nomor   17   Tahun   2003 tentang 
Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

SALINAN 



- 2 - 
 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat 
Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN 

 

Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 
tentang Penetapan Peraturan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam 
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan (Lembaran Negara Republik   Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan   Lembaran   Negara 
Republik Indonesia Nomor 4485); 

   4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik   
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan   Lembaran   
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 
2020 tentang Penetapan Peraturan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara 
Republik   Indonesia Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan   
Lembaran   Negara Republik Indonesia Nomor 4485); 

   5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

   6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

   7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun   2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 7153); 

   8. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 
Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 
tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); 
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   9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
   10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

   11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Laporan 
Dan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6323); 

   12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang 
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan 
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 
tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan 

Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua(Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163; 

   13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang 
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, Dan Rencana 
Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka 
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6731); 

   14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2025 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 100, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

   15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 157); 

   16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

   17. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Teluk 
Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk 
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Bintuni Lembaran (Lembaran Daerah kabupaten Teluk 
Bintuni Tahun 2021 Nomor 136, Tambahan lembar 
Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 100); 

   18. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 13 

Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 
2020 Nomor 133, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 97); 

   19. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah kabupaten Teluk Bintuni Tahun 
2022 Nomor 1, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten 
Teluk Bintuni Nomor 102); 

   20 Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 6 
Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menegah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 
2021-2026 (Lembaran Daerah kabupaten Teluk 
Bintuni Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan lembar 
Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 108); 

   21. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 12 
Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Teluk Bintuni 
Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan lembar Daerah 

Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 122); 
   22 Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 

Tahun 2026 tentang tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2026 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni 
Nomor 139); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2025. 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:  
1. Daerah adalah Kabupaten Kabupaten Teluk Bintuni. 

2. Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni.  
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui 
bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten 
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.  

4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai 
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 
berkenaan. 

6. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran 
berikutnya. 
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7. Penerimaan Daerah yang selanjutnya disebut penerimaan adalah adalah 
uang yang masuk ke kas Daerah. 

8. Pengeluaran daerah yang selanjutnya disebut pengeluaran adalah uang 
yang keluar dari kas Daerah. 

 
Pasal 2 

(1) Laporan realisasi anggaran tahun 2025 terdiri dari: 
a. Pendapatan daerah; 
b. Belanja daerah; dan 
c. Pembiayaan. 

(2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri 
dari: 
a. Pendapatan Asli Daerah  Rp.    102.708.634.000,75 
b. Pendapatan Transfer  Rp. 2.519.728.705.277,00 
c. Lain-lain pendapatan  

Daerah Yang Sah   Rp.           0 
Jumlah Pendapatan   Rp. 2.622.437.339.277,75 

(3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. Belanja Operasi yang teridir dari: 

1. Belanja Pegawai   Rp.    508.197.329.486,60 
2. Belanja barang dan jasa Rp. 1.242.520.755.724,76 
3. Belanja bunga   Rp.      0,00    
4. Belanja subsidi   Rp.        7.260.826.599,00 

5. Belanja Hibah   Rp.    116.133.779.723,33 
6. Belanja Bantuan Sosial  Rp.       55.451.393.633,00 
Jumlah Belanja Operasi  RP   1.929.564.085.166,69 
 

b. Belanja Modal yang terdiri dari: 
1. Belanja Modal Tanah  Rp.       12.180.278.100,00 
2. Belanja Modal Peralatan  

dan Mesin    Rp.        72.886.235.569,00 
3. Belanja Modal  

Gedung Bangunan  Rp.      115.734.214.068,63 
4. Belanja Modal Jalan,      

Irigasi dan Jaringan  Rp.      218.035.074.484,00 
5. Belanja Modal  

Aset Tetap Lainnya  Rp.          3.123.283.756,00 
6. Belanja Modal Aset Lainnya Rp.         499.500.000,00 
Jumlah Belanja Modal  Rp.       422.458.585.977,63 
 

c. Belanja Transfer yaitu Belanja Bantuan Keuangan sebesar 
RP.295.608.998.454,00 

 
(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari: 

a. Penerimaan    Rp122.157.938.672,42 
b. Pengeluaran    Rp1.597.500.000,00 
Jumlah pembiayaan netto     Rp120.560.438.672,42 

 
 

Pasal 3 
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 4 
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

 

Pasal 5 
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 6 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk 
Bintuni. 
 

Ditetapkan di Bintuni 
Pada tanggal 31 Agustus 2026 

 
BUPATI TELUK BINTUNI, 

 
ttd 

 

YOHANIS MANIBUY 
 

Diundangkan di Bintuni 
Pada tanggal 31 Agustus 2026 
 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI, 
 

ttd 
 

IDA BAGUS PUTU SURATNA 
 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2026 NOMOR 10  
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LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI 
NOMOR 10 TAHUN 2026 
TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2025 

 
 

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN 
 
 

 
BUPATI TELUK BINTUNI, 

 
ttd 

 
YOHANIS MANIBUY 
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LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI 
NOMOR 10 TAHUN 2026 
TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2025 

 
 

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN 
 
 

 
BUPATI TELUK BINTUNI, 

 
ttd 

 
YOHANIS MANIBUY 
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